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TENTANG 

RETRIBUSI ANALISIS LABO&-'\.TORIillVI LIMBAH CAlR 

BUPATI LAl\1PTJNG .TThfUR, 

Mengingat a.	 bahwa untuk mengendalikan dan mengevaluasi agar air limbah 
industri yang dibuang, dapat terukur secara periodik dan 
berkelanjutan perlu dilakukan analisis laboratorium terhadap 
limbah cair; 

b.	 bahwa analisis laboratorium dimaksud dapat dilakukan eli 
laboratorium milik Pemerintah Kabupaten Lampung Timur 
melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah; 

c.	 bahwa untuk jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud huruf b di atas dikenakan retribusi dalam 
rangka peningkatan pendapatan asli daerah; 

d.	 bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Retribusi Analisis Laboratorium 
Limbah Cairo 

Mengingat 1.	 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tcntang Pengairan 
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan 
Lembaran Negara No: 3046); 

2.	 Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41. 
Tambahan Lembaran Negara Nemer 3685) sebagaimana telah 
diubah dengan undang-undang nomor 34 Tahun 2000; 

3.	 Unc1ang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup LLembaran Negara Tahun 1997 No : 68, 
Tambahan Lembaran Negara No. 3699); 

4.	 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kab. Dati II Way Kanan, Kab. Dati II Lampung Timur dan 
Kodya Dati II 1v1etro (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 46, 
Tambahan Lembaran Negara No. 3825); 

5.	 Undang-undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60, Tambahan 
Lembaran Negara. No .. 3839); 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan (Lernbaran Negara Tahun 1999 
No: 59, Tambahan Lembaran Negara No. 3838); 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentangRetribusi 
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 No : 119); 



8.	 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 
(Lernbaran Negara Tahun 2001 No. 153); 

9.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 
2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah 
Otonom. 

Meruperhatikan 1.	 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-3S/ 
.MENLI-II7/199S'tentang Program Kali Bersih (Prokasih); : 

2.	 Keputusan Menteri LingkunganHidup Nomor 35N 
:r'v1ENLH/7/1995 tentang Program Penilaian Kinerja 
Perusahaan/Kegiatan Usaha dalam Pengendalian Pencemaran di 
Lingkup Kegiatan Prokasi (proper Prokasi); 

3.	 Keputusan I\tfenteri', Lingkungan Hidup Nomor 
511MENLHI7/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri 
Bagi kegiatan Industri; 

4.	 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 52I.MENLH/ 
10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri Bagi kegiatan 
Hotel; 

5.	 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nornor 58INlENLHI 
12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri Bagi kegiatan 
Rumah Sakit; 

6.	 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 
091!vlliNLBi4/1996 tentanh Perubahan Peraturan Daerah 
Menteri Lingkungan Hidup Nemer 42/1vIENLI-I/I0I1996 tentang 
Baku Mutu Limbah Carr Industri Bagi kegiaran Minyak dan gas 
Serta Panas Bumi; 

7.	 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03IIYfENLHI 
1/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri Bagi Kawasan 
Industri. 

Dengan persctuj uan 

DEWAN PER\VAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

MErvruTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN DAERAH :KABUPATEN LAMPUNG 'Tll'villR 
TENTANG RETRlBUSI ANALISIS LABORATORIUM 
LllvIDAH CAIR. 

DAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1.	 Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Larnpung Timur; 

2.	 Bupati ad alah Bupati Lampung Tirnur; 



3.	 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan selanjutnya disingkat Bapedalda adalah 
Baclan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Lampung Timur; 

4.	 Limbah Cair adalah sisa suatu usaha dan atau / kegiatan yang bcrwujud cair; 

5.	 Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikrnati oleh orang pribacli atau badan;, 

6.	 Rerribusi Analisis Laboratorium Limbah Cair yang selanjutnya disebut retribusi adalah 
rctribusi atas pelayanan jasa yang diberikan Pemerintah Daerah melalui Bapedalda dalam 
n.elakukan pemeriksaan terhadap limbah cair bagisetiap usaha atau kegiatan; 

7.	 Wajib Retribusi adalah or~ng pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan 
perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi; 

8.	 Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib 
Retribusi untuk membayar retribusi; 

9.	 Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk 
melakukan tagihan retribusi clan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda; 

10. Pemeriksaan	 adalah Serangkaian kegiatan pernantauan, mengumpulkan dan mengolah 
data atau kegiatan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban 
Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah, 

BABII 

NAlv1A., OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal2 

Dengan nama Retribusi Analisis Limbah Cair dikenakan retribusi terhadap orang atau badan 
yang memanfaatkan jasa pelayanan analisis limbah cair di laboratorium Pemerintah Daerah, 

Pasal3 

Objek Retribusi adalah pclayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah 
melalui Bapedalda dalam melaksanakan analisis Limbah Cair di Laboratorium milik 
Pemerintah Daerah. 

PasaI4 

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang usaha I kegiatannya 
menghasilkan Limbah Cair yang menikrnati pelayanan jasa tersebut pacta pasal2. 



BABIU
 

GOLONGAN RETRIBUSI
 

Pa5al5
 

Golongan Retribusi adalah Retribusi Jasa Umum. 

BAH IV 

DASAR DAN BESARNYA RETRIBDSI 

Pasal 6 

(1) Retribusi dihitung atau	 ditetapkan berdasarkan banyaknya titik sampling limbah caii.. 
dengan memperhitungkan biaya pembelian bahan I alat Operasional Laboratorium, biaya 
pengambilan sampel dan jasa analisa. 

(2)	 Besamya Retribusi .A.nalisis Laboratorium Limbah Cair berdasarkan parameter yang 
diuji, yang besarnya adalah sebagai berikut : 

1. pH clan suhu Rp. 10.000,·
 

2. IX} Rp, 20.000,·
 

3. 13C)Ds Rp. 50.000,·
 

4. COD , Rp. 60.000,·
 

5. Sianicla..................................................................... Rp. 35.000,·
 

. 6. Zat padat terlarut (TSS)...................... Rp, 15.000,­

7. Kekeruhan	 Rp. 30.00.,Q.: 

Jumlah	 Rp.220.000,­

BABV
 

"VILAYAH PKMUNGUTAN
 

Pasal7
 

Retribusi yang terhutang dipungut eli wilayah daerah tempat usaha/ kegiatan dalam wilayah 
Kabupaten Lampung Timur. 

BABVI
 

NIASA DAI~ SAAT RETRIBUSI
 

Pasal8
 

Masa Retribusi Analisis Lirnbah Carr ac1alah : 

a.	 Bagi industri keeiI (kapasitas produksi maksirnal 5 ton/hari) diwajibkan satu kali dalam 
tiga bulan. 

b.	 Bagi industri menengah I besar (kapasitas produksi lebih dari 5 ton/hari) diwajibkan satu 
kali dalam setiap bulan. 



BAB VII
 

SURAT PENDAFTARAN
 

Pasai 9
 

(1) Wajib Retribusi mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Dacrah (SPORD). 

(2)	 SPORD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) hams diisi dengan jelas, benar dan 
lengkap, 

(3) Bentuk,	 isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

DAB VIII 

TATA CARAPEM[{JNGUTAN 

PasallO 

(l)	 Pernungutan Retribusi tidak dapat diborongkan, 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau 
Dokumen lain di persarnakan. 

BABIX 

TATACARAPEwffiAYARAN 

Pasal11 

(l) Retribusi Analisis Limbah Cair yang terhutang harus dilunasi I dibayar tiga bulan sekali 
bagi industri atau nsaha yang kapasitas produksinya sampai dengan 5 ton/hari, pada saat 
sampel limbah cair diambil oleh petugas. 

(2) Retribusi Analisis Limbah Cair yang terhitung hams dilunasi / dibayar setiap bulan bagi 
industri atau usaha yang kapasitas produksi lebih dan 5 ton/hari, pada saat sampel 
limbah cair diambil oleh petugas. 

BABX
 

BAGIIIASIL
 

Pasal12
 

Pembagian clan penggunaan mengenai Retribusi tersebut ditetapkan sebagai berikut : 

1.	 Insentif 5% (lima persen) untuk Petugas Pemungut retribusi. 

1.	 Sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk biaya administrasi pengambilan sampel dan 
operasional Petugas pengambil sampel, 

3.	 Sebesar 70% (tujuh puluh person) disetorkan ke Kas Daerah Kabupateri Lampung Timur. 



BABXI
 

SANKSI ADl\1INIST.RASI
 

Pasal!3
 

Da1am hal wajib Retribusi ticlak memhayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi 
administrasi berupa denda sebesar 2% (dna persen) setiap hari dad retribusi yang terhutang. 

BABXII
 

KETENTUAN PIDANA
 

Pasal14
 

(1) Pelanggaran	 terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan 
hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 5 
(lima) juta rupiah. 

(2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal	 ini disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten 
Lampung Timur. 

(3) Petugas	 pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang . nyata-nyata 
merugikan pemerintah daerah dan atau masyarakat, akan diambil tindakan tegas sesuai 
dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAllXln
 

PENYIDIKAN
 

Pasal15
 

(1)	 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu eli lingkungan Pemerintah Daerah diberi 
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang Retribusi Daerah, 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan 
menyampaikan kepada penuntut umum rnelalui Pejabat Polisi Republik Indonesia 

BABXIV 

KETENTUANPENUTl~ 

Pasal16 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya 
akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 



Pasal17 

Peraturan Daerah ini mulai berla.ku sejak tanggal diundangkan, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur, 

Ditetapkan di : Sukadana 
pacta tanggal : 01 j v l.- "' 2004 

BUPATILAMPUNGTIM~/\ 

H. BAHUSIN. l\1S 

Disetujui oleh DPRD Kabupaten Lampung Timur 
Dengan Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Timur 

N omor 10 Tahun 2004 
Tanggal : 07 Ju Ii 2004 

Diundangkan di : Sukadana 
pada tanggal : vt> JVl-i .?Dotj 

l-li. SATONO, SH., SP.
 
Pembina Utama Muda
 

NIP. 460010527
 

LEIvffiARAN DAERA.H KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

TAl-ruN 2004 NOMOR: I~ 


